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ABSTRAK 
Di era yang serba modern, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang 
wajib dimiliki. Rumah merupakan salah kebutuhan dasar manusia dan merupakan 
faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, yang idealnya 
rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya 
pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan 
perumahan yang layak bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting 
dalampenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran pemerintah 
dijalankan melalui fungsi pembinaan sesuai dengan tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan dan kawasan permukiman, dengan demikian pemerintah dituntut 
untuk memberikan fasilitas berupa perumahan yang murah dan nyaman yang 
harga sewanya dapat dijangkau oleh kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(selanjutnya disebut MBR). Rusunawa Kota Tegal dapat dihuni dengan cara 
disewa yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa. Namun dalam 
pelaksanaannya terjadi permasalahan, baik dilakukan pengelola maupun penyewa. 
Seperti,penyewa terlambat dalam membayar uang sewa, adanya penyalahgunaan 
fasilitas rusunawa dan permasalahan lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 
rusunawa antara pihak pengelola dengan pihak penyewa, dan bagaimana akibat 
hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa Kota 
Tegal. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian 
sewa menyewa rusunawa antara pihak pengelola dengan pihak penyewa. (2) 
Untuk mengkaji akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa 
menyewa rusunawa Kota Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian library 
research atau penelitian kepustakaan,pendekatan yang di gunakan adalah 
pendekatan statue approach (undang-undang),dan conceptual approach 
(pendekatan konseptual). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa RUSUNAWA di kota Tegal mulai 
beroperasi dari tahun 2014 hingga sekarang. Terletak di Jl. Sawo Barat, Kraton 
kec.Tegal Barat Kota Tegal. Memiliki 3 (tiga) gedung,satu gedung terdiri dari 5 
(lima) lantai. Penghuninya pun di bagi menjadi 3(tiga) blok dan setiap blok 
berbeda jumlah penghuninya. Blok A 99 penghuni Blok B 98 penghuni,dan Blok 
C 98 penghuni, dengan demikian jumlah keseluruhan penghuni 295 orang. Dan 
penghuni tersebut harus orang Tegal asli atau sudah berdomisili di kota Tegal. 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa Kota Tegal antara pengelola 
dengan penyewa timbul dikarenakan   adanya   kesepakatan antara  kedua  belah  
pihak, sehingga 
viii 
 
menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak. Faktor pendukung dalam 
pelaksanaan perjanjian ini berupa; perjanjian dibuat secara tertulis, proses 
penyewaan yang mudah, permasalahan yang terjadi antar penghuni diselesaikan 
secara cepat, penyelesaian permasalahan diselesaikan secara musyawarah, 
sedangkan faktor penghambatnya berupa; kurangnya kesadaran hukum, adanya 
pengenaan biaya tambahan, kurangnya pemahaman tentang isi perjanjian, 
kurangnya pemahaman tentang pengelolaan rusunawa, terjadinya pelanggaran 
yang dilakukan kedua pihak. Adapun akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam 
perjanjian ini yaitu pengelola dapat melakukan penyegelan, pencabutan izin 
tempat tinggal sampai pemutusan perjanjian dan pemberian sanksi administrasi 
berupa denda kepada pihak penyewa. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukkan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata kunci: Perjanjian,Rusunawa,Wanprestasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
ABSTRACT 
In this modern era, home is one of the basic necessities that must be had. The 
house is one of the basic human needs and is an important factor in enhancing 
human dignity, which ideally should be owned by every family. In this regard, 
housing and settlement development efforts continue to be increased to provide 
adequate housing for the community. The government has an important role in the 
administration of housing and settlement areas. The role of the government is 
carried out through the fostering function in accordance with the responsibilities 
in the administration and residential areas, thus the government is required to 
provide facilities in the form of cheap and comfortable housing that can be 
reached by low-income people (hereinafter referred to as MBR). Tegal Rusunawa 
can be inhabited by means of rent that is contained in the lease agreement. But in 
the implementation there are problems, both managers and tenants do. Like, 
tenants are late in paying rent, the existence of misuse of low-cost housing 
facilities and other problems. As for the problem in this research is how the 
implementation of low-cost apartment rental arrangements between the manager 
and the lessee, and how the legal consequences of defaults in the Tegal city flat-
rent rental agreement. 
This study aims to: (1) To describe the implementation of low-cost rental rents 
between the manager and the lessee. (2) To examine the legal consequences of 
breach of contract in the rental agreement for the rental of a flat in Tegal City. 
This type of research is library research or library research, the approach used is 
the statue approach (the law), and the conceptual approach (conceptual approach). 
The results of this study indicate that RUSUNAWA in the city of Tegal began 
operating from 2014 until now. Located on Jl. Sawo Barat, Kraton kec.Tegal 
Barat Kota Tegal. Has 3 (three) buildings, one building consists of 5 (five) floors. 
The residents are divided into 3 (three) blocks and each block has a different 
number of inhabitants. Block A 99 residents Block B 98 residents, and Block C 98 
residents, thus the total number of residents is 295 people. And the residents must 
be native Tegal people or already residing in the city of Tegal. The 
implementation of the Tegal City Rusunawa rental agreement between the 
manager and the tenant arises because there is an agreement between the two 
parties, giving rise to legal relations for the parties. Supporting factors in the 
implementation of this agreement include; the agreement was made in writing, the 
leasing process was easy, problems that occurred between residents were resolved 
quickly, problem resolution was resolved by deliberation, while the inhibiting 
factors were; lack of legal awareness, the imposition 
x 
 
of additional costs, lack of understanding of the contents of the agreement, lack of 
understanding of the management of low-cost housing, the occurrence of 
violations committed by both parties. As for the legal consequences of defaults in 
this agreement that the manager can do sealing, revocation of residence permits 
until termination of the agreement and administrative sanctions in the form of 
fines to the lessee. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
enter for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty 
of Law, University of Pancasakti Tegal. 
Keywords: Agreement, Rusunawa, Wanprestasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Di era yang serba modern, rumah merupakan salah satu kebutuhan 
pokok yang wajib dimiliki. Rumah merupakan salah kebutuhan dasar 
manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan 
martabat manusia, yang idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga. 
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pembangunan perumahan dan 
pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan yang layak 
bagi masyarakat
1
. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga tidak 
diimbangi dengan bertambahnya lahan yang semakin terbatas. Keterbatasan 
lahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pembangunan 
perumahan. Lahan yang semakin terbatas menyebabkan kebutuhan rumah 
tetap menjadi kebutuhan utama manusia
2
. Konsep penyelenggaraan 
perumahan dengan sistem landed house (rumah tapak) sudah mulai bergeser 
ke konsep strata title (rumah susun). Pembangunan rumah sudah mulai 
bergeser dari pembangunan horizontal menjadi pembangunan vertikal. 
Pemerintah memiliki peran penting dalampenyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman
3
. Peran pemerintah dijalankan melalui fungsi 
                                                           
1Ali, Chaidir, Badan Hukum, Bandung:Alumni, 2005 
2Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 
3Ibid. 
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pembinaan sesuai dengan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan 
kawasan permukiman, dengan demikian pemerintah dituntut untuk 
memberikan fasilitas berupa perumahan yang murah dan nyaman yang harga 
sewanya dapat dijangkau oleh kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(selanjutnya disebut MBR). Pada hakikatnya setiap warga negara berhak 
untuk memiliki tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) 
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
4
 “Setiap orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 
Permukiman, yang menyebutkan bahwa:“Negara bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya 
dilaksanakan oleh pemerintah”. 
Pembangunan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang kemudian 
diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Rumah Susun (selanjutnya disingkat UURS)
5
. Di dalam Pasal 1 
angka 1 UURS, menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
                                                           
4Komariah, Hukum Perdata (Edisi Revisi), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 
Press, 2016 
5Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
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dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah Bersama. 
Rusunawa merupakan program pemerintah untuk menunjang 
kebutuhan perumahan yang memberikan akomodasi bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah ( MBR) yang tidak memiliki penghasilan serta dapat 
dihuni dan disewa secara harian maupun bulanan.
6
 
Sehingga di dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/PERMEN/M/2007 tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, bahwa “Rumah susun sederhana 
sewa (RUSUNAWA) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status 
penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian
7
. 
Dalam rangka memenuhi arah kebijakan termaksud yang berkaitan 
dengan pembangunan rumah susun, maka Pasal 7 UURS menetapkan bahwa 
rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah yang berstatus hak milik, hak 
guna usaha, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pembangunan 
                                                           
6Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta,Hukum Bisnis Properti di Indonesia, Jakarta: PT. 
Grasindo,2017, hlm. 129. 
7 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor 14/PERMEN/M/2007, tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
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yang membangun rumah susun diatas tanah hak pengelolaan, wajib 
menyelesaikan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut, 
sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan. 
Pembangunan rumah susun yang didirikan diatas tanah Hak Guna 
Bangunan yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan mempunyai perbedaan 
dengan pembangunan rumah susun yang didirikan diatas tanah Hak Guna 
Bangunan atas tanah Negara, baik dari segi perolehan, penjualan maupun nanti 
pada saat perpanjangan Hak Guna Bangunannya tersebut. Perbedaan inilah yang 
kurang dipahami baik oleh para pembangun rumah susun {developer) maupun 
para calon pembeli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang didirikan diatas 
tanah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Pembangunan rumah 
susun saat ini banyak dilakukan diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah 
Daerah. Hal ini merupakan hasil kerjasama antara para developer dengan 
Pemerintah Daerah yang ingin memanfaatkan tanahnya karena Pemerintah 
Daerah tidak memiliki biaya yang cukup besar untuk dapat memanfaatkan tanah 
tersebut. Namun, permasalahan timbul pada saat developer kurang memberi 
informasi kepada calon pembeli mengenai status kepemilikan Satuan Rumah 
Susun mereka yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 
Pengelolaan, terutama pada saat dilakukan pemasaran terhadap unit-unit rumah 
susun. 
Meskipun UURS telah ada lebih dari 20 tahun, keberadaan rumah susun 
sendiri masih banyak menimbulkan masalah di lapangan. Hal ini disebabkan 
pengetahuan masyarakat masih minim akan pengaturan hukum rumah susun, 
yang menyebabkan mereka dapat dimanfaatkan oleh pengembang yang tidak 
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beritikad baik. Akhir-akhir ini, banyak penawaran yang dilakukan pemasar atau 
agen property hunian rumah susun yang menawarkan penjualan unit hunian 
dengan pola atau strategi penjualan upre project selling”, yakni penjualan yang 
dilakukan sebelum proyek pembangunan property dimulai. Mereka biasanya 
menawarkan unit-unit hunian rumah susun (rusun) lewat berbagai ajang pameran 
property, baik secara sendiri maupun bersama kepada konsumen. Sementara 
bangunan fisik yang ditawarkan pengembang biasanya masih dalam bentuk 
gambaran maket gedung maupun brosur, telah menjadi model pemasaran 
property di Indonesia 
Berdasarkan data yang di peroleh, bahwa pembangunan rumah susun 
sederhana sewa untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini di singkat 
RUSUNAWA di kota Tegal mulai beroperasi dari tahun 2014 hingga 
sekarang. Terletak di Jl. Sawo Barat, Kraton kec.Tegal Barat Kota Tegal. 
Memiliki 3 (tiga) gedung,satu gedung terdiri dari 5 (lima) lantai
8
. 
Penghuninya pun di bagi menjadi 3(tiga) blok dan setiap blok berbeda jumlah 
penghuninya. Blok A 99 penghuni Blok B 98 penghuni,dan Blok C 98 
penghuni, dengan demikian jumlah keseluruhan penghuni 295 orang. Dan 
penghuni tersebut harus orang Tegal asli atau sudah berdomisili di kota 
Tegal. Yang terdiri dari Kelurahan Panggung, Slerok, Mintaragen, Tegal sari, 
Muarareja, KalinyamatKulon dan Kelurahan Debong Kulon. Karena 8 
kelurahan itu memiliki pemukiman ilegal, misalnya bangunan ditepi saluran. 
Daerah inilah yang akan mendapat prioritas untuk menyewa di Rumah 
                                                           
8 Alif,M. Rizal, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di dalam 
Kerangka Hukum Benda, Bandung: Nuansa Mulia, 2009 
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Susun  Kraton Tegal
9
. Bangunan rusunawa digunakan untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang penghasilannya setara Upah Minimum 
Regional (selanjutnya disebut UMR), khususnya mereka yang sudah 
berkeluarga dengan maksimal jumlah anggota keluarga sebanyak 4 (empat) 
orang
10
. Masyarakat yang ingin menghuni satuan rusunawa harus 
membicarakan kepada pihak pengelola terlebih dahulu, hal ini membutuhkan 
suatu perjanjian sewa menyewa antara pihak pengelola dengan calon 
penghuni. Selain perjanjian sewa menyewa, calon penghuni terlebih dahulu 
harus memenuhi syarat administrasi danketentuan bagi calon penghuni 
rusunawa yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Rusunawa Kota Tegal dalam hal ini dilakansakan oleh Ketua PLT 
yakni Bapak Tayo.
 
Rusunawa yang telah dihuni oleh masyarakat ternyata juga mengalami 
berbagai masalah. Banyak rusunawa yang kurang terpelihara dan kurang 
terawat dengan baik. Belum atau tidak terbentuknya pengelola rusunawa 
menjadi salah satu penyebab. Meskipun sudah dibentuk pengelola, namun 
masih banyak pula yang belum terjamin terpeliharanya rusunawa secara 
optimal
11
. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan di lingkungan 
rusunawa kota Tegal, dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewarusunawa Kota Tegal terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang 
dilakukan oleh penghuni dan pengelola yang tidak sesuai dengan isi 
                                                           
9Wibowo Tunardy, Rusunawi dan Rusunawa Jurnal Hukum, Oktober 2016 
10 Alif, M Rizal, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di dalam 
Kerangka Hukum Benda, Bandung: Nuansa Mulia, 2009 
11Wibowo Tunardy, Rusunawi dan Rusunawa Jurnal Hukum, Oktober 2016  
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perjanjian. Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi yaitu berupa 
rusunawa yang kurang terpelihara dan kurang terawat dengan baik, dan 
adanya tunggakan yang dimiliki penyewa melampaui batas ketentuan yang 
telah ditetapkan dan lain-lain. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa antara 
pihak pengelola dengan pihak penyewa? 
2. Bagaimana akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa 
menyewa rusunawa di Kota Tegal? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa 
antara pihak pengelola dengan pihak penyewa. 
2. Untuk mengkaji akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian 
sewa menyewa rusunawa Kota Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan khususnya ilmu hukum 
dibidang hukum keperdataan dan lebih dikhususkan dalam lingkup 
perjanjian sewa menyewa serta memberi gambaran isi dari perjanjian 
sewa menyewa rumah susun itu sendiri. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang 
rumah sewa Kota Tegal. 
b. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat pada 
umumnya tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah 
susun. 
c. Memberikan sumbangan bagi para pihak yang terkait tentang 
kendala- kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa rumah susun. 
d. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana 
pada Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, 
ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka yaitu 
penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam 
teori. 
Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, 
maka dari tiga jenis grand method yang telah disebutkan, dalam 
penelitian ini akan digunakan metode penelitian library research atau 
penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya 
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juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. 12 
Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan 
(field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum 
sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading 
and analysis of the primary and secondary materials.
13
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini  adalah 
pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, 
pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan telaah terhadap 
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani pada penelitian ini penulis menggunakan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagai 
dasar kerangkanya. Pendekatan konseptual (conseptual approach) 
dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-
ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 
hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argument 
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Penelitian 
                                                           
12  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.23 
13 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006, hlm.46 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, 
yaitu:  
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data 
primer dalam penulisan ini diperoleh dengan menggali dari 
responden. Data primer di dapat dari lokasi penelitian dengan cara  
wawancara kepada pihak pengelola UPT Rusunawa Kota Tegal 
sebanyak 3 (tiga) orang.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku penelitian 
normatif yang terdiri dari:  
1.  Bahan hukum primer, dalam penulisan ini adalah bahan hukum 
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun.  
c) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa.  
d) Peraturan Daerah  Kota Tegal Nomor 1 TAHUN 2013 
Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
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4. Metode Analisis Data 
Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis kualitatif 
yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci 
kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna 
memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang 
diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan tentang 
masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 
secara induktif yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum 
guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 
permasalahanyang dibahas. 
F. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini di rencanakan terdiri dari 
4(empat) bab sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan yang meliputi tentang Latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang Pengertian perjanjian, syarat sah 
perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian, 
pengertian sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam sewa 
menyewa 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini menguraikan hasil 
rumusan masalah tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa 
12 
 
 
 
antara pihak pengelola dengan pihak penyewa dan akibat hukum bila terjadi 
wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa di Kota Tegal. 
BAB IV Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran mengenai 
penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 
Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya 
prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak 
memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
14
 
Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, 
masih terdapat bermacam macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, 
sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang 
hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai 
istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. 
Dengan adanya bermacam – macam istilah mengenai wanprestsi ini, telah 
menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. 
Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan 
memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.  
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah 
ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 
harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa 
                                                           
14 Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15 
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Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan 
ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.
15
 
R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian 
atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
16
 
1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.  
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
yang diperjanjikan.  
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.  
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat 
dilakukan. 
Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan 
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 
selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk 
memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan 
adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut 
pembatalan perjanjian. 
Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau 
tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah 
mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah 
melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat 
mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan 
bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak 
                                                           
15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1999, hlm.17 
16 R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm.50 
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memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan 
prestasi tidak menurut ketentuan yang  telah ditetapkan dalam pejanjian”.   
Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena 
dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah 
pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat 
mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting 
untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya 
atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. 
Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan 
suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi 
merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan 
wanprestasi. 
B. Tinjauan tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdata. 
Ketentuan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
17
. Kamus 
hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat 
oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat 
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. 
                                                           
17Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,2013,hlm. 363. 
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Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda 
mengenai pengertian perjanjian, Van Dunne dalam teori barunya 
menyatakan bahwa perjanjian adalah suatuhubungan hukum antara dua 
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 
hukum
18
. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, 
tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang 
mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori 
baru, yaitu : 
a. Tahap pra contractual, yaitu adanya penerimaan dan penawaran. 
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak 
antara para pihak. 
c. Tahap post contratual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 
Selanjutnya, Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari beberapa 
pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana dua orang mengikatkan 
diri untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan suatu hal 
yang dapat dituntut pelaksanaannya oleh salah satu pihak apabila pihak 
lain tidak melaksanakan janjinya
19
. 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, 
dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka 
                                                           
18 Budiono, Herliene, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 
19Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 
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perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi 
perselisihan. Namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badrulzaman 
untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, 
apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan 
demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan 
alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.  
2. Syarat Sah Perjanjian  
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat 
yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum 
(legally concluded contract)
20
. Menurut ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.  
c. Suatu hal tertentu.  
d. Suatu sebab yang halal. 
Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai 
berikut
21
:  
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan diperlukan 
dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak 
haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-masing 
pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya 
                                                           
20Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2010 
21 Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan 
Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010 
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cacat dalam mewujudkan kehendaknya.  Persetujuan kehendak itu 
sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun 
penipuan.  
b. Cakap untuk membuat perjanjian Pada umumnya orang dikatakan 
cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, 
artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun 
belum 21 tahun
22
. 
c. Suatu hal tertentu ,Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, 
objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus 
tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Jika yang 
menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa jenisnya, 
jumlahnya dan harganya. Setidaknya dari keterangan objek yang 
diperjanjikan harusdapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya masing-masing.
23
 
d. Suatu sebab yang halal Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu 
sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para 
pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. 
Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat 
subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. 
Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu 
pihak melalui pengadilan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan 
                                                           
22I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Grafindo, 2015, hlm. 61. 
23  C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2015, hlm. 194. 
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kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun 
diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 
KUHPerdata)
24
. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdata 
disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek 
perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi 
hukum sehingga perjanjian seolah-olah tidak pernah ada. 
3. Asas-Asas Perjanjian 
KUHPerdata mengatur mengenai asas-asas umum dari suatu 
perjanjian. Asas-asas ini merupakan suatu pedoman dan Batasan dalam 
mengatur dan membentuk perjanjian
25
. Asas perjanjian ini antara lain: 
a. Asas Konsensualisme  
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan 
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini 
ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak 
mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut telah 
dicapai secara lisan semata-mata
26
. Ini berarti pada prinsipnya 
perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para 
pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun 
demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang 
berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk 
formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan 
                                                           
24Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2010 
25R. Soeroso, Perjanjian di bawah Tangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,hlm. 24. 
26Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2008, hlm. 34. 
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tertentu.Dengan asas konsensualisme perjanjian dikatakan telah 
lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para 
pihak yang membuat perjanjian tersebut. 
b. Asas Kebebasan Berkontrak  
Asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 
1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama 
dengan suatu undang-undang yang diberikan kepada semua 
perjanjian yang dibuat secara sah.
27
 
c. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)  
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, karena 
pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian. Asas ini 
menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati 
substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 
layaknya sebuah undang-undang
28
. Mereka tidak boleh melakukan 
intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 
yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
                                                           
27 Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004, hlm. 27. 
28R. Daeng Naja, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti,2008, hlm. 8. 
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d. Asas Itikad Baik  
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) 
KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik”. Itikad baik artinya bahwa kedua belah pihak 
harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara 
orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat dan 
tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri juga 
kepentingan orang lain. Asas ini memberikan kekuasaan kepada 
hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak 
melanggar kepatutan dan keadilan
29
. 
e. Asas Kepribadian  
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 
untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat ditemukan 
pada Pasal 1315 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “Pada 
umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau 
perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah 
jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut 
harus untuk kepentingan dirinya sendiri.
30
 
4. Jenis-Jenis Perjanjian  
a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik  
                                                           
29Muhammad Syaifuddin, “Hukum Kontrak”, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.94. 
30Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, 
hlm. 301 
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Setiap perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua 
atau banyak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya 
terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya hibah.
31
 
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 
kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa 
menyewa. 
b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban  
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian, dimana 
salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain 
secara cuma-cuma. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana 
terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. 
Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum satu 
dengan yang lain. Misalnya jual beli, sewa menyewa.
32
 
c. Perjanjian konsensuil, riil dan formil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak 
adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian 
jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian riil adalah 
perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan. Misalnya 
perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian 
formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat juga 
dibutuhkan formalitas tertentu sesuaidengan apa yang telah 
                                                           
31 Herlien Boediono, “Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 54-55. 
32Marbun, B.N. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Jakarta: Puspa Swara, 
2009 
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ditentukan oleh undang-undang. Misalnya pembebanan jaminan 
fidusia
33
. 
d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran Perjanjian 
Bernama  
Perjanjian, dimana oleh undang-undang telah diatur secara 
khusus. Perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan 
Bab XVIII KUHPerdata
34
. Perjanjian tidak bernama adalah 
perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang 
tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian 
pemasaran, perjanjian kerja sama, perjanjian pengelolaan.40 Di 
dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian. Misalnya perjanjian 
leasing, franchising dan factoring. 
Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang 
merupakan kombinasi dari dua lebih perjanjian bersama. Misalnya 
perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari 
perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan 
pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju dan membersihkan 
kamar). 
C. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa  
1. Pengertian Sewa Menyewa  
                                                           
33Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti”, 2014 
34Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 
301, 2010 
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Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan 
huurenverhuur. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal 
balik antara para pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa 
berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa 
berarti memakai dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti 
memakai dengan membayar uang sewa.
35
 
Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang 
oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Dari 
pengertian tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa
36
:  
a. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya yang 
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari 
perjanjian sewa menyewa tersebut.  
b. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima 
pembayaran dan berkewajiban memberikan kenikmatan atas 
suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya berhak atas 
mendapat/menerima kenikmatan atas suatu kebendaan dan 
berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.  
                                                           
35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2007, hlm. 833. 
36Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,2010, 
hlm. 301. 
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c. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak 
lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu 
merupakan hak bagi pihak lainnya.  
d. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi 
oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian sewa 
menyewa
37
.  
B. N. Marbun mengemukakan, sewa menyewa adalah suatu 
perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau 
memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki 
oleh pemilik barang yang dipinjamkan.
38
 
Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual. Artinya, ia 
sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-
unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu 
adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, 
sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga 
sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam 
jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan 
demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan 
belaka atas barang yang disewa itu.
39
 
                                                           
37Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 
Grafindo, 2008 
38 B.N. Marbun, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Jakarta: Puspa Swara, 
2013, hlm.23. 
39 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Intermassa, 2014, hlm. 40. 
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Meskipun demikian peraturan tentang sewa menyewa yang 
termuat dalam Bab VII dari Buku III KUHPerdata, berlaku untuk segala 
macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang 
tidak memakai waktu tertentu oleh karena waktu tertentu bukan syarat 
mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.
40
 
Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat 
pula secara tidak tertulis. Apabila dibuat secara tertulis berlakulah Pasal 
1570 KUHPerdata, menurut ketentuan pasal ini apabila sewa menyewa 
dibuat tertulis sewa menyewa itu berakhir demi hukum jika waktu sewa 
yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu. 
Apabila dibuat tidak tertulis berlakulah Pasal 1571 KUHPerdata, menurut 
ketentuan pasal ini apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak 
tertulis, sewa menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan tetapi 
apabila pihak yang menyewakan hendak menghentikan sewa menyewa 
dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut 
kebiasaan setempat. Jadi tanpa pemberitahuan tersebut pihak yang 
menyewakan dianggap telah menyetujui perpanjangan sewa menyewa 
untuk jangka waktu yang sama.
41
 
2. Subyek dan Obyek Sewa Menyewa  
Subyek sewa menyewa adalah kedua belah pihak yang terikat 
atau mengikatkan diri dalam kegiatan sewa menyewa. Subyek sewa 
                                                           
40Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015 
hlm. 301. 
41Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2016 
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menyewa sama saja dengan subyek hukum. Subyek hukum adalah setiap 
pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan 
hubungan hukum. Mereka adalah penyewa dan menyewakan. Penyewa 
merupakan pihak yang membutuhkan benda yang akan dinikmati 
manfaatnya dan membayar hak guna pakainya melalui perjanjian sewa 
menyewa. Sedangkan menyewakan adalah mereka yang menyediakan 
barang yang akan disewakan dan membutuhkan uang hasil sewa tersebut. 
Biasanya berbentuk instansi, perorangan dan sebagainya
42
.  
Menurut ilmu hukum yang menjadi subyek hukum adalah orang 
atau individu (person) dan setiap badan hukum. Manusia sebagai subyek 
hukum Orang (person) sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) 
pengertian yaitu:  
a. Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang 
dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.  
b. Rechtspersoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau 
orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta
43
. 
 Subyek hukum bukan manusia (Badan Hukum) Badan hukum 
(rechtspersoon) dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:  
a. Badan hukum publik (publiek rechtspersoon) adalah badan hukum 
yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang bersangkutan 
publik atau orang banyak atau negara umumnya. 
                                                           
42C.S.T Kansil dan Cristine Kansil, Pokok – Pokok Badan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2002, hlm. 1. 
43 Ibid. 
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b. Badan hukum privat (privaat rechtspersoon) adalah badan hukum 
yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang 
menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu
44
.  
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa 
a. Hak dan Kewajiban Pihak Menyewakan  
Hak yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan adalah 
menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan pihak yang 
menyewakan mempunyai kewajiban
45
:  
1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.  
2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu 
dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 
3) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari 
barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. 
Kewajiban memberikan kenikmatan tentram kepada si 
penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang 
menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-
tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah 
hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya
46
. 
Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap 
gangguan-gangguan fisik, misalnya orang-orang melempari 
rumahnya dengan batu atau tetangga membuang sampah 
                                                           
44Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 
45Syaifuddin, Muhammad, Hukum Perdata Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2016 
46H.S Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,  Jakrta: Sinar Grafika, 
2013 
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dipekarangan rumah yang disewa dan lain sebagainya. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 1556 KUHPerdata yang berbunyi 
:“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si 
penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya 
yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan 
peristiwa-peristiwa tanpa mengajukan sesuatu hak atas barang 
yang disewa, dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk 
menuntut sendiri orang itu” 47 . Gangguan-gangguan dengan 
peristiwa-peristiwa itu harus ditanggulangi sendiri oleh si 
penyewa. 
b. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa  
Hak yang dimiliki pihak penyewa adalah menerima barang 
yang disewakan dalam keadaan baik. Bagi si penyewa ada dua 
kewajiban utama, yaitu:  
1) Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah 
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang 
itu menurut perjanjian sewanya.
48
 
2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah 
ditentukan menurut perjanjian. 
49
 
Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang 
bapak rumah yang baik berarti kewajiban untuk memakainya 
                                                           
47Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata di Indonesia,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 
48Muljadi dan Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2008 
49Muhammad Abdulkadir, op.cit., hlm. 24. 
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seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri. Jika si penyewa 
mamakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari pada 
yang menjadi tujuan pemakainya, ada suatu keperluan sedemikian 
rupa sehingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang 
menyewakan, maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta 
pembatalan sewanya (Pasal 1561 KUHPerdata). Selain kewajiban-
kewajiban tersebut penyewa juga masih diberikan tanggung jawab, 
antara lain disebutkan dalam Pasal 1564, Pasal 1565 dan Pasal 
1566 KUHPerdata . Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian 
harus saling memenuhi prestasi. Dalam perjanjian sewa menyewa 
berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar 
uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan) 
sehingga dapat dimanfaatkan bagi penyewa adalah menjadi bapak 
rumah yang baik dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang 
menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang 
diperjanjikan sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama 
waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang 
disewakan). 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun 
1. Pengertian Rumah Susun 
Rumah susun merupakan kategori resmi Pemerintah Indonesia 
untuk tipe hunian bertingkat seperti apartemen, kondominium, flat dan 
31 
 
 
 
lain-lain
50
. Namun pada perkembangannya kata ini digunakan secara 
umum untuk menggambarkan hunian bertingkat kelas bawah. Menurut 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang 
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian 
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 
bersama
51
. Rumah susun pada dasarnya terdiri atas beberapa bagian 
yang disatukan menjadi satu kesatuan utuh yang dinamakan satuan 
rumah susun (sarusun) yaitu unit rumah susun yang tujuan utamanya 
digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian 
dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Berdasarkan 
pengertian rumah susun, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan 
rumah susun, yaitu sebagai berikut: 
a. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk 
bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak 
terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan 
batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. 
b. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara 
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi 
                                                           
50Alif, M. Rizal, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di dalam 
Kerangka Hukum Benda, Bandung: Nuansa Mulia, 2009 
51Undang – Undang  Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
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dengan satuan- satuan rumah susun. Contoh pondasi, kolom, 
balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, saluran-aluran, 
pipa, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi. 
c. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian 
rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara 
tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Contoh tanaman, 
bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, 
tempat bermain, tempat parkir, yang sifatnya terpisah dari struktur 
bangunan rumah susun
52
. 
 
Rumah susun kerap dikonotasikan sebagai apartemen versi 
sederhana, walaupun sebenarnya apartemen bertingkat sendiri bisa 
dikategorikan sebagai rumah susun. Rumah susun menjadi jawaban atas 
terbatasnya lahan untuk pemukiman di daerah perkotaan. Karena 
mahalnya harga tanah di kota besar maka masyarakat terpaksa membeli 
rumah di luar kota
53
. Rumah susun merupakan kategori rumah resmi 
pemerintah Indonesia untuk tipe hunian bertingkat seperti apartemen, 
kondominium, flat dan lain-lain. Konsep pembangunannya yaitu 
bertingkat dan dapat dihuni bersama oleh banyak anggota keluarga. 
Tapi satuan unit dari bangunan dibuat terpisah, setiap keluarga dapat 
hidup masing-masing. Dengan adanya rumah susun dapat mengurangi 
kawasan kumuh di perkotaan sehingga membuat tampilan kota menjadi 
                                                           
52Ibid. 
53Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005 
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rapi dan tidak menutup kemungkinan bahwa bertambahnya ruang 
terbuka hijau. 
2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun 
Secara fundamental undang-undang rumah susun mengandung 
sejumlah asas, yaitu
54
 :  
a. Asas kesejahteraan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah 
susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan 
diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
b. Asas keadilan dan pemerataan yaitu memberikan hasil 
pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara 
proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 
c. Asas kenasionalan yaitu memberikan landasan agar kepemilikan 
sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
nasional
55
. 
3. Jenis-jenis Rumah Susun 
Berdasarkan UURS rumah susun terdiri dari: 
a. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah kebawah dan berpenghasilan rendah 
yang pembangunannya mendapatkan kemudahan dan bantuan 
pemerintah. Pembangunan dan pengelolaannya merupakan 
                                                           
54H.S Salim, Hukum Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008 
55Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafik, 2008 
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tanggung jawab pemerintah. Penguasaannya dapat dilakukan 
dengan cara dimiliki atau disewa. 
b. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan 
oleh negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial, yang 
pembangunan dan pengelolaannya merupakan tanggung jawab 
pemerintah. Penguasaannya dapat dilakukan dengan cara pinjam 
pakai atau sewa menyewa
56
. 
c. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara 
yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk 
menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai beserta 
keluarganya, yang pembangunan dan pengelolaannya merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Penguasaannya dapat dilakukan 
dengan cara pinjam pakai, sewa atau sewa beli
57
. 
d. Rumah susun komersil adalah rumah susun yang diperuntukan 
bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat 
diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar. 
Pembangunannya dapat dilakukan oleh setiap orang namun 
pengelolaannya harus dilakukan oleh badan hukum. 
Penguasaannya dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. 
Contohnya adalah apartemen. 
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Dalam pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah 
susun negara dan rumah susun dinas, merupakan tanggung jawab 
pemerintah atau pemerintah daerah. 
 
  
36 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Antara Pihak 
Pengelola Dengan Pihak Penyewa 
RUSUNAWA di kota Tegal mulai beroperasi dari tahun 2014 hingga 
sekarang. Terletak di Jl. Sawo Barat, Kraton kec.Tegal Barat Kota Tegal. 
Memiliki 3 (tiga) gedung,satu gedung terdiri dari 5 (lima) lantai
58
. 
Penghuninya pun di bagi menjadi 3(tiga) blok dan setiap blok berbeda jumlah 
penghuninya. Blok A 99 penghuni Blok B 98 penghuni,dan Blok C 98 
penghuni, dengan demikian jumlah keseluruhan penghuni 295 orang. Dan 
penghuni tersebut harus orang Tegal asli atau sudah berdomisili di kota 
Tegal. Yang terdiri dari Kelurahan Panggung, Slerok, Mintaragen, Tegal sari, 
Muarareja, KalinyamatKulon dan Kelurahan Debong Kulon. Karena 8 
kelurahan itu memiliki pemukiman ilegal, misalnya bangunan ditepi saluran. 
Daerah inilah yang akan mendapat prioritas untuk menyewa di Rumah 
Susun  Kraton Tegal
59
.  
Bangunan rusunawa digunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) yang penghasilannya setara Upah Minimum Regional 
(selanjutnya disebut UMR), khususnya mereka yang sudah berkeluarga 
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dengan maksimal jumlah anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang
60
. 
Masyarakat yang ingin menghuni satuan rusunawa harus membicarakan 
kepada pihak pengelola terlebih dahulu, hal ini membutuhkan suatu 
perjanjian sewa menyewa antara pihak pengelola dengan calon penghuni. 
Selain perjanjian sewa menyewa, calon penghuni terlebih dahulu harus 
memenuhi syarat administrasi dan ketentuan bagi calon penghuni rusunawa 
yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Rusunawa Kota Tegal dimana dalam hal penulis bertemu secara langsung 
dengan PLT Kepala engelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota 
Tegal yang bernama Bapak Tayo. 
Pembangunan Rusunawa di Kota Tegal dilatarbelakangi oleh hal-hal 
sebagai berikut, yaitu: 
1. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). 
Kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan 
pokok yang harus terpenuhi, namun tidak dapat dipungkiri kebutuhan-
kebutuhan pokok lainnya yang lebih penting dan mendesak untuk 
dipenuhi dalam keseharian hidup masyarakat membuat tempat tinggal 
kurang menjadi prioritas, khususnya bagi masyarakat yang 
berpenghasilan minim atau rendah. Karena latar belakang inilah 
kemudian membuat pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat 
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berpenghasilan rendah dapat mempunyai rumah sendiri melalui 
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal ini. 
2. Pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bersih, sehat, rapi dan 
indah. 
Berbagai latar belakang kehidupan masyarakat membuat 
keberagaman tinggal yang menyangkut kebersihan, kesehatan, kerapian 
dan keindahan. Kebanyakan dari masyarakat kita diakui maupun tidak, 
karena keterbatasan pengetahuan juga membuat sebagian besar 
masyarakat kurang mempedulikan hal-hal tersebut. Kebanyakan dari 
masyarakat memaknai tempat tinggal hanya sebatas sebagai tempat 
untuk berlindung dari panas terik matahari maupun dari hujan dan juga 
sebagai tempat beristirahat tanpa memperhatikan unsur kebersihan, 
kesehatan, kerapian dan keindahan. 
3. Keterbatasan lahan untuk pemukiman dan perumahan. 
Salah satu upaya pemerintah di dalam pemenuhan kebutuhan 
akan tempat tinggal bagi masyarakat adalah melalui pembangunan 
perumahan dan pemukiman, namun upaya pemenuhan tersebut 
terkendala oleh terbatasnya lahan yang tersedia. Pembangunan rumah 
susun diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan ini, 
karena lahan yang digunakan menjadi lebih efektif mengingat dalam 
pembangunan rumah susun ini dibangun secara vertikal atau dalam 
bentuk bertingkat sehingga unit satuan yang bisa dibangun jumlahnya 
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lebih banyak dibanding apabila hanya dibangun dalam bangunan yang 
berbentuk horisontal. 
 
4. Masih adanya lahan hak pakai milik Pemerintah Kota Tegal yang 
belum dimanfaatkan. 
Lahan hak pakai milik Pemerintah Kota Tegal banyak yang 
belum dimanfaatkan oleh karena itu apabila dimanfaatkan untuk 
pembangunan rumah susun, selain dapat membantu mewujudkan 
kebijakan pemerintah untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat 
juga akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Tegal sendiri 
yaitu menjadi salah satu pemasukan atau pendapatan asli daerah. 
5. Pencegahan hunian tak berijin. 
Hunian tak berijin timbul sebagai akibat dari keterbatasan 
kemampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan akan tempat 
tinggal. Adanya lahan yang kosong, tidak dimanfaatkan ataupun 
tempat-tempat yang dianggap bisa dimanfaatkan untuk membangun 
tempat tinggal, misalnya lahan bekas pemakaman, bantaran sungai, 
bawah jembatan, dan lain sebagainya, membuat mereka berfikir dapat 
menggunakan tempat-tempat tersebut untuk mendirikan bangunan yang 
dalam hal ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Mereka membangun 
rumah dengan seadanya atau yang biasa disebut dengan bangunan semi 
permanen, dan dapat dipastikan bahwa bangunan-bangunan tersebut 
tidak mempunyai ijin dalam pendiriannya. 
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6. Penataan pemukiman kumuh 
Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan akan tempat tinggal selain menimbulkan hunian tak berijin 
sebagai efek lanjutannya adalah memunculkan adanya pemukiman yang 
kumuh. Saat ada satu orang yang membangun tempat tinggal di tempat-
tempat yang tidak seharusnya, maka akan menarik masyarakat lainnya 
untuk melakukan hal yang sama apalagi apabila di desak untuk 
memenuhi kebutuhan. Mereka membangun tempat tinggal dengan 
seadanya tanpa memperhatikan unsur tata kota, kerapian, keindahan, 
dan kebersihan sehingga hal ini dapat menimbulkan pemukiman 
kumuh. 
Tujuan dari pembangunan Rusunawa di Kota Tegal, yaitu : 
1. Memberikan solusi atas kebutuhan perumahan sederhana dan sehat. 
Pembangunan rumah susun diharapkan dapat memberikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan tempat tinggal yang sederhana namun layak, bersih, 
sehat, indah bagi masyarakat sehingga secara tidak langsung juga  akan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan 
tersebut. 
2. Merupakan kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam rangka penyediaan 
rumah sederhana dan sehat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) Kota Tegal.  
3. Keberadaan rumah susun merupakan salah satu upaya pemerintah 
dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi 
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kebutuhan mereka akan tempat tinggal yang layak. Adanya rumah 
susun sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kota Tegal dalam rangka penyediaan rumah sederhana dan 
sehat untuk masyarakat Kota Tegal yang memiliki penghasilan yang 
rendah. 
4. Diperuntukkan bagi penataan wilayah kumuh di Kota Tegal, sehingga 
tempat-tempat kumuh di Tegal dapat berkurang. 
5. Pembangunan rumah susun diharapkan dapat menata pemukiman 
khususnya untuk wilayah pemukiman kumuh dengan lebih baik, 
sehingga wilayah-wilayah kumuh yang ada di Kota Tegal menjadi 
berkurang dan kemudian dapat menjadikan Kota Tegal menjadi lebih 
rapi, indah dan bersih. 
6. Meminimalkan hunian tak berijin di bantaran sungai, sepanjang rel 
kereta api dan tempat-tempat terlarang lainnya. 
7. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang 
layak, diharapkan dapat mencegah adanya hunian tak berijin di tempat-
tempat yang tidak seharusnya, seperti bantaran sungai, sepanjang rel 
kereta api, bekas pemakaman dan tempat-tempat terlarang lainnya yang 
sewaktu-waktu bisa dibongkar oleh pihak yang berwenang. 
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Mekanisme pelaksanaan untuk melakukan perikatan sewa menyewa 
berdasarkan keputusan Walikota antara pengelola dan calon penyewa adalah 
sebagai berikut: 
1. Calon penyewa atau peminat Rusunawa dalam hal ini adalah keluarga 
atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, warga relokasi, dan warga 
pemukiman kumuh yang datang  ke UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis 
Daerah) rumah sewa yang berada di bawah pengawasan DISPERUM 
KPP (Dinas Perumahan dan Permukiman Kawasan Perumahan 
Pemukiman) kota Tegal. 
2. Calon penyewa membawa syarat-syarat berupa KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) yang menunjukkan bahwa calon penyewa merupakan 
penduduk kota Tegal, kemudian menyertakan bukti surat nikah dan 
keterangan belum punya rumah dari RT setempat ditambah dengan surat 
keterangan penghasilan per bulannya yang berpenghasilan UMK (Upah 
gaji minimum kabupaten) 
3. Apabila telah memenuhi syarat calon penyewa tersebut langsung 
membayar biaya admininstrasi dan mengisi data diri formulir penyewaan 
rumah susun sederhana sewa, baru mendapat surat ijin penempatan atau 
SIP (Surat Ijin Penempatan) 
Sedangkan dalam pelaksanaan dari bentuk perikatannya sendiri 
memang dalam SIP (Surat ijin penempatan)  termuat berbagai aturan yang 
salah satunya untuk mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah 
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susun sederhana sewa (Rusunawa), yang dimaksud ketentuan ketentuan atau 
Larangan yang berlaku yakni meliputi: 
1. Bidang Admininstrasi  
2. Fasilitas  Rumah Susun Sederhana Sewa atau RUSUNAWA.  
3. Konstruksi Bangunan 
Dikarenakan dalam faktanya banyak sekali yang melanggar ketentuan-
ketentuan yang telah berlaku tersebut seperti halnya dalam bidang 
admininstrasi saja contohnya :   
1. Ada pihak yang menyewakan kembali satuan unit rumah sewa nya yang 
sebelumnya hal ini pernah terjadi.  
2. Menggunakan satuan unit rumah sewanya sebagai tempat usaha dalam 
hal ini penulis dalam risetnya menjumpai banyak penyewa yang 
membuka tempat jualan yang seharusnya tidak di perbolehkan karena 
sejatinya RUSUNAWA adalah sebuah rumah hunian.  
3. keterlambatan dalam pembayaran uang sewa satuan unit rumah sewa, 
hal yang terakhir ini merupakan permasalahan yang sering sekali 
terjadi. Walaupun sudah ada SIP (Surat ijin penempatan) berikut 
ketentuan-ketentuan serta tata tertib yang di berlakukan tetap saja masih 
ada yang melanggar 
Akan tetapi ketentuan yang di maksud di atas tidak dijelaskan secara 
gamblang dalam SIP (Surat Ijin Penempatan ), hal ini sangat di sayangkan 
sekali alangkah lebih baiknya ketentuan ketentuan tersebut di lampirkan dan 
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dijelaskan secara gamblang atau jelas dalam SIP (Surat ijin penempatan ) 
bukan hanya di pasang dalam media informasi saja. 
Sanksi yang di berikan apabila perikatan yang telah di sepakati antara 
kedua belah pihak  yakni pengelola dan penyewa tertera dalam Surat ijin 
Penempatan (SIP ) dalam poin ke 8 yakni ijin sewa akan di cabut apabila 
diketahui adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pihak penyewa, 
pencabutan ijin dilakukan tidak atas persetujuan dari penyewa 
Dasar yang di gunakan untuk memberikan sanksi apabila perikatan 
sewa tersebut di atur dalam Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 17 tahun 
2013 Tentang rumah susun dalam pasal 7 mengatakan bahwa:  “Setiap 
penyelenggara pembangunan rumah susun yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan 
pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah 
ini dikenal sanksi admininstratif dan/atau sanksi pidana”. 
Selain yang tertera dalam Surat ijin penempatan (SIP) diatas, sanksi 
yang diberikan untuk penyewa tergantung jenis pelanggarannya. Jenis sanksi 
yang di dapat kan penyewa sendiri tergantung dengan pelanggaran jenis apa 
yang telah dilakukan oleh penyewa jenis pelanggaran itu sendiri dibagi menjadi 
3 yakni 
1.  Penyewa yang melanggar ketentuan dalam bidang admininstrasi  dalam 
hal untuk keterlambatan pembayaran unit sewa dan listrik ini diberikan 
tenggang waktu selama 4 bulan dengan catatan bulan pertama diberikan 
surat peringatan I (SP I), dilanjutkan dengan bulan kedua diberikan surat 
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peringatan kedua (SP II). Pada bulan ketiga diberikan peringatan ketiga 
(SP III) dalam peringatan ketiga ini di berlakukan tidak dengan hanya 
surat peringatan saja melainkan, dengan cara listrik dimatikan itupun 
diberikan tenggang waktu untuk pelunasan tanggal 10 tiap bulannya.  
2. Penyewa Berurusan Dengan Pihak Yang Berwajib Penyewa yang 
melakukan perbuatan melawan hukum misalnya: Pencurian, Penipuan, 
Narkoba dan tindak pidana lainnya sehingga berurusan dengan pihak 
yang berwajib maka pengelola akan menindak tegas dengan cara 
mengeluarkan penyewa yang bersangkutan. 
3. Penyewa Yang Melanggar Tata Tertib.   
Meskipun dalam pelaksanaan sewa-menyewa rumah susun sudah diatur 
dalam tata tertib yang harus ditaati para pihak, namun tidak dapat dipungkiri 
dalam pelaksanaannya masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib 
tersebut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan maka 
kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola Rusunawa antara lain, 
yaitu: 
1. Kondisi masyarakat yang terkadang tidak mau tahu. Latar belakang 
pendidikan, sosial, ekonomi sangat mempengaruhi pola pikir yang dimiliki 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Latar belakang penghuni rusunawa 
yang rata-rata berpendidikan rendah dan juga pekerjaan yang mereka 
miliki terkadang menjadi kendala tersendiri di dalam pelaksanaan sewa-
menyewa rumah susun di Kota Tegal. Tata tertib dan juga ketentuan-
ketentuan lain yang seharusnya mereka patuhi terkadang menjadi 
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terabaikan, meskipun sebenarnya mereka tahu akan tetapi dengan pola 
pikir yang mereka miliki, mereka menjadi seolah tidak mau tahu dengan 
kondisi di sekelilingnya. 
2. Kurang tertib administrasi. Dalam bidang administrasi yang sering 
menjadi kendala yaitu adanya penghuni Rusunawa yang tidak tertib 
administrasi. Tidak tertib administrasi disini yaitu tidak memenuhi 
kewajiban membayar uang sewa dan juga biaya-biaya lain setelah 
menempati rusunawa.  
Meskipun demikian hal ini juga tidak menjadi kesalahan mereka 
sepenuhnya karena mengingat latar belakang pekerjaan mereka yang rata-rata 
juga berpenghasilan tidak menentu dan hal ini juga disadari oleh pihak 
pengelola. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala 
tersebut di atas, yaitu : 
1. Meningkatkan tingkat kesadaran penghuni rusunawa untuk mematuhi 
segala tata tertib yang ada di rusunawa baik melalui pendekatan persuasif 
secara berkelompok maupun pendekatan pribadi. Apabila terdapat 
penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib maka akan 
diberikan peringatan baik oleh RT rusunawa setempat maupun pihak 
pengelola langsung. Namun apabila penghuni tersebut tetap melakukan 
pelanggaran maka Surat Ijin Penempatan dari yang bersangkutan akan di 
cabut oleh pihak pengelola.  
2. Dalam menghadapi penghuni rusunawa yang kurang tertib administrasi 
atau terlambat dalam pembayaran uang sewa, pihak pengelola rusunawa 
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cenderung lebih memperhatikan latar belakang mengapa penghuni tersebut 
tidak bisa membayar. Karena ada penghuni yang memang benar-benar 
tidak mampu tetapi ada juga yang karena alasan-alasan lain seperti malas 
atau menyepelekan kewajiban untuk membayar uang sewa. Untuk 
penghuni yang tidak bisa membayar karena memang benar-benar tidak 
mampu membayar uang sewa, pengelola tetap memperhatikan unsur 
kemanusiaan dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran namun 
tetap memberikan peringatan kepada penyewa tersebut, mengingat tujuan 
dari pembangunan Rusunawa ini adalah untuk membantu masyarakat yang 
berpenghasilan rendah mempunyai tempat tinggal yang layak. Namun, 
apabila penghuni memang terbukti benar-benar menyepelekan 
kewajibannya untuk membayar uang sewa, maka pengelola akan bertindak 
lebih tegas dengan memberikan peringatan secara lebih keras dan apabila 
tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, maka pihak pengelola akan 
langsung mencabut Surat Ijin Penghunian (SIP) bagi penghuni yang 
bersangkutan sesuai dengan tata tertib yang berlaku 
 
B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa 
Menyewa Rusunawa Di Kota Tegal 
Dalam pelaksanaan sewa-menyewa rumah susun seperti halnya 
kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan dua atau lebih pihak didalamnya 
tentu dalam pelaksanaannya ada kalanya menimbulkan permasalahan yang 
bisa diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku 
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maupun karena hal-hal lain yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tidak 
dibuatnya perjanjian dalam sewa-menyewa Rusunawa juga untuk lebih 
mempermudah upaya penyelesaian apabila dikemudian hari didalam 
pelaksanaan sewa-menyewa Rusunawa ini terjadi permasalahan tanpa harus 
melalui proses hukum yang panjang dan biaya yang banyak mengingat juga 
sebagian besar penyewa Rusunawa adalah masyarakat dengan latar belakang 
pendidikan dan pekerjaan yang sederhana dapat dipastikan pula para penyewa 
pun lebih memilih penyelesaian yang cepat tanpa mengeluarkan banyak biaya 
dan waktu 
Perikatan dalam sewa-menyewa Rusunawa ini meski tidak dibuat 
dalam akta perjanjian seperti pada umumnya dan hanya dituangkan dalam 
sebuah pernyataan tertulis bermeterai dari penyewa, berdasarkan prosedur 
dan juga segala peraturan serta ketetapan lain yang berlaku baik bagi 
penyewa maupun pengelola hal ini pula yang telah disampaikan oleh Bapak 
Tayo selaku PLT Kepala Rusanawa Kota Tegal. 
Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasar pengertian perjanjian menurut 
KUH Perdata tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat 
dalam perjanjian antara lain : adanya suatu perbuatan, antara sekurangnya 2 
(dua) orang atau dapat pula lebih, perbuatan tersebut melahirkan  perikatan  
diantara  para  pihak-pihak  yang  berjanji  tersebut dan memliki unsur 
diantaranya: 
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1. Adanya suatu perbuatan. Unsur perbuatan dalam sewa-menyewa rumah 
susun ini adalah pihak penyewa melakukan suatu perbuatan yaitu 
memberikan pernyataan persetujuan terhadap segala ketentuan yang 
ditetapkan oleh pihak lainnya, yaitu pengelola rusunawa. 
2. Antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang) Sewa-
menyewa rumah susun ini terjadi antara 2 (dua) orang atau pihak seperti 
yang terdapat dalam perjanjian di dalam KUH Perdata, yaitu pihak 
penyewa dan pihak pengelola yang dalam hal ini adalah masyarakat 
penyewa rumah susun sebagai pihak penyewa dan UPTD Rumah Sewa 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai pihak yang menyewakan 
sekaligus mengelola Rusunawa yang ada di Kota Tegal. 
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang 
berjanji tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh penyewa rumah susun 
menghasilkan perikatan di antara penyewa dan juga pengelola rumah 
susun, karena secara tidak langsung ketika penyewa memberikan 
pernyataan atau persetujuannya terhadap segala ketetapan yang berlaku, 
semua ketetapan tersebut mengikat tidak hanya bagi penyewa namun 
juga bagi pengelola. 
Selain unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian, tinjauan 
mengenai perjanjian juga memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUH perdata. Syarat sahnya perjanjian dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
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2. Cakap untuk membuat perikatan. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
 
Perikatan yang timbul dalam sewa-menyewa rumah susun di Kota 
Tegal apabila dikaji menurut syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal KUH 
Perdata tersebut, maka : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Sewa-menyewa rumah susun di Kota Tegal meskipun tidak dibuat 
dalam akta perjanjian, pernyataan tertulis dari pihak penyewa secara 
tidak langsung merupakan bentuk perikatan bagi para pihak, dan hal itu 
secara tidak langsung pula merupakan bentuk kesepakatan dari para 
pihak terhadap sewa-menyewa rumah susun. Hal ini dikarenakan ketika 
pernyataan tertulis tersebut ditandatangani oleh penyewa, pada saat itu 
pula semua hak dan kewajiban telah mengikat para pihak, baik itu 
penyewa maupun pengelola 
2. Cakap untuk membuat perikatan 
KUHPerdata tidak menyebutkan siapa saja yang cakap melakukan 
perbuatan hukum atau dalam hal ini membuat perjanjian atau perikatan, 
namun dalam Pasal 1330 KUH Perdata hanya menyebutkan mereka 
yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Salah satu 
yang dianggap tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa. Pasal 
330 KUH Perdata menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa 
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adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 
tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dengan kata lain, mereka 
yang sudah mencapai umur genap 21 tahun dan atau belum mencapai 
umur genap 21 tahun tetapi telah menikah dianggap sudah dewasa dan 
cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam sewa-menyewa 
ini ditunjukkan dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
penyewa, yaitu penyewa haruslah orang yang sudah menikah dan hal 
ini harus dibuktikan oleh penyewa dengan menyerahkan fotokopi surat 
nikah. 
3. Suatu hal tertentu 
Obyek dalam sewa-menyewa rumah susun ini adalah satuan unit rumah 
susun beserta dengan segala fasilitas serta sarana dan prasarana yang 
terdapat dalam rumah susun milik Pemerintah Kota Tegal yang dapat 
dipakai oleh masyarakat sebagai tempat tinggal melalui sistem sewa-
menyewa. Selain obyek, dalam sewa-menyewa rumah susun ini juga 
diatur mengenai segala hak dan kewajiban bagi para pihak, baik 
Pemerintah Kota Tegal melalui pengelola yaitu UPTD Rumah Sewa 
sebagai pemilik dan juga penghuni Rusunawa sebagai penyewa yang 
tertuang di dalam tata tertib Rusunawa 
4. Suatu sebab yang halal 
Kesepakatan atau perikatan yang timbul dalam sewa-menyewa rumah 
susun ini berisi dengan hal yang halal, dalam artian tidak bertentangan 
dengan undang-undang maupun kesusilaan karena yang menjadi pokok 
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atau obyek di dalam perikatan ini adalah rumah susun milik Pemerintah 
Kota Tegal yang disewakan kepada warga masyarakat Kota Tegal yang 
membutuhkan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 
oleh UPT Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal yang 
merupakan pihak yang berwenang di dalam pengelolaan dan segala hal 
yang berkaitan dengan sewa-menyewa rumah susun di Kota Tegal. 
Selain perikatan itu sendiri, dengan mengingat maksud serta tujuan 
pembangunan rumah susun oleh Pemerintah Kota Tegal, segala 
ketentuan dan hal yang diatur dalam sewa-menyewa rumah susun ini 
tidak mengandung unsur yang terlarang, tidak dilarang oleh undang-
undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 
 
Sewa-menyewa berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata ialah suatu 
persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, 
selama suatu waktu tertentu, dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh 
pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Berdasarkan definisi 
tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu adanya pihak yang 
menyewakan dan pihak penyewa; adanya konsensus diantara kedua belah 
pihak; adanya obyek sewa-menyewa yaitu barang, baik barang bergerak 
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maupun tidak bergerak; adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk 
menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; serta 
adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada 
pihak yang menyewakan. 
Unsur-unsur tersebut apabila dikaitkan dengan sewa-menyewa rumah 
susun di Kota Tegal, maka : 
1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. 
Pihak yang menyewakan dalam sewa-menyewa rumah susun di Kota 
Tegal ini yaitu Pemerintah Kota Tegal melalui Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai 
pihak yang berwenang sebagai pengelola rumah susun yang terdapat di 
Kota Tegal. Pihak penyewa yaitu warga masyarakat Kota Tegal yang 
menyewa rumah susun milik Pemerintah Kota Tegal tersebut. 
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak. 
Kesepakatan di antara pihak penyewa dan yang menyewakan di dalam 
sewa-menyewa rumah susun ini ditandai dengan pernyataan tertulis dari 
pihak penyewa yang mana dalam pernyataan tersebut merupakan tanda 
persetujuan dari pihak penyewa atas segala ketentuan yang sudah 
ditetapkan oleh pihak yang menyewakan. Dengan adanya pernyataan 
kesepakatan tersebut juga menjadi tanda bagi kedua belah pihak bahwa 
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segala ketentuan tersebut sudah mengikat para pihak khususnya 
menyangkut hak dan kewajiban. 
3. Adanya obyek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak 
maupun tidak bergerak. 
Obyek dalam sewa-menyewa rumah susun ini adalah satuan unit rumah 
susun beserta dengan segala fasilitas, sarana dan prasarananya baik yang 
terdapat dalam bagian satuan unit rumah susun itu sendiri sebagai bagian 
dari hak masing-masing penyewa, maupun juga bagian bersama dan benda 
bersama yang dipakai oleh para penghuni rumah susun secara bersama-
sama di dalam rumah susun tersebut 
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 
kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda. 
Kewajiban dari pihak yang menyewakan yang dalam hal ini yaitu UPTD 
Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tegal sebagai 
pengelola rumah susun di Kota Tegal termuat di dalam tata tertib 
rusunawa diantaranya adalah menyediakan fasilitas listrik, air bersih di 
setiap satuan unit Rusunawa, melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, 
perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen sarana 
Rusunawa sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan. Dari 
kewajiban-kewajiban tersebut terlihat bahwa pada dasarnya pengelola 
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mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kenikmatan kepada penyewa 
Rusunawa. 
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang 
pembayaran kepada pihak yang menyewakan. 
Tata tertib Rusunawa selain memuat kewajiban pengelola juga memuat 
kewajiban-kewajiban penyewa Rusunawa. Kewajiban tersebut antara lain 
membayar biaya sewa dan segala biaya yang ditetapkan oleh pengelola, 
membayar pemakaian listrik dan air bersih. Berdasarkan kewajiban-
kewajiban tersebut dapat terlihat bahwa penyewa rusunawa berkewajiban 
menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan melalui 
pengelola Rusunawa. 
Pengaturan sewa-menyewa rumah susun di Kota Tegal apabila 
dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian sewa-menyewa 
menurut Pasal 1548 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa pengaturan 
sewa-menyewa rumah susun di Kota Tegal yang terdapat dalam pernyataan 
penyewa rumah susun maupun tata tertib Rusunawa, telah memenuhi unsur-
unsur pengertian sewa-menyewa di dalam Pasal 1548 KUH Perdata. 
Dalam hal apabila salah satu pihak mengalami satu bentuk 
pelanggaran berupa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa 
RUSUNAWA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 
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2011 tentang Rumah Susun khusunya pada pasal 108 perselisihan tersebut 
dapat diselesaikan melalui: 
1. peringatan tertulis 
2. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;   
3. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;   
4. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah 
susun;   
5. pengenaan denda administratif;   
6. pencabutan IMB;   
7. pencabutan sertifikat laik fungsi;   
8. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun 
9. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau  
10. pencabutan izin usaha. 
 
Selain hal tersebut pada pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 
tentang Rumah Susun bahwa mekanisme pengaturan mengenai RUSUNAWA 
diberatkan kepada Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten atau Kota 
dimana fungsi itu diberikan kepada UPTD Rumah Sewa Dinas Pekerjaan 
Umum Pemerintah Kota Tegal sebagai pengelola rumah susun dan mengenai 
sanksi apabila terjadi suatu sanksi sedikitnya dijabarkan pada pasal 7 (tujuh) 
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Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dimana apabila melakukan 
wanprestasi akan dikenakan hukuman pencabutan perjanjian sewa menyewa 
dimana pasal tersbut berbunyi “PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK 
KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5, 
maka seketika itu juga Perjanjian Sewa-Menyewa ini menjadi batal demi 
hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada 
PIHAK KESATU sebesar jaminan sewa”. 
Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian menyatakan sebuah 
persetujuan bilamana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
sewa yang telah disepakati. Penyewa diwajibkan untuk membayar harga sewa 
atas kebendaan tersebut yang hal ini berupa uang sewa. UPTD dalam hal ini 
atau pemerintah Kota Tegal memiliki hak untuk menerima sejumlah materi 
ataupun uang dari pihak penyewa terhadap yang telah memberikan kebendaan 
yang dimilikinya kepada penyewa, sedangkan dari penyewa memiliki hak 
untuk mendapatkan kebendaan termasuk hak atas kebendaan tersebut dari 
pihak UPTD dalam hal ini atau pemerintah Kota Tegal. 
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Akibat hukum yang muncul dari penyewa yang melakukan 
wanprestasi dalam suatu persetujuan dimana penyewa tidak melaksanakan 
kewajibannya, secara nyata dan benar dapat dilihat akibatnya perjanjian tidak 
dapat dilaksanakan secara benar, maka UPTD dalam hal ini atau pemerintah 
Kota Tegal tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang seharusnya 
didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut. Wanprestasi 
memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melanggar dan memberikan 
konsekuensi terhadap munculnya hak dari pihak yang dirugikan untuk 
menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, 
sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang 
dirugikan karena wanprestasi tersebut.  
  Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa 
rumah susun yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pihak, maka para 
pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan kerugian yang 
dialami tersebut. Terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian membawa 
konsekuensi bagi pihak yang melakukannya. Apabila salah satu pihak merasa 
dirugikan akibat wanprestasi atas Perjanjian sewa menyewa yang telah 
disepakati sebelumnya maka akibat hukumnya pihak UPTD dalam hal ini 
atau pemerintah Kota Tegal dapat menuntut tanggungjawab. Tuntutan 
wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, 
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pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pemenuhan 
perjanjian dengan ganti rugi 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
1. Perjanjian sewa menyewa RUSUNAWA Kota Tegal dituangkan secara 
tertulis yang  mana perjanjian tersebut diatur dalam Peraturan Walikota 
nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa dimana kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan 
isi perjanjian tersebut  
2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa 
rumah susun salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut 
tanggungjawab dan dapat pula  diselesaikain melalui Litigasi maupun 
NonLitigasi, tergantung dari kesepakatan antara pihak developer dan 
pembeli. Tuntutan wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, 
pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian 
dengan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, ini terdapat 
dalam pasal 1243 KUHPer 
B. SARAN 
1. Sebagai Penyelenggara dan Pemilik RUSUNAWA sudah seharusnya dan 
sepatutnya Pemerintah Kota Tegal melalui Penegelola atau UPTD  
meningkatkan pelayanan yang baik kepada penghuni/penyewa 
RUSUNAWA. 
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2. Dibutuhkan Regulasi yang jelas dan lebih khusu lagi berupa Peraturan 
Daerah tambahan yang mengatur tentang perjanjian anatara Pemerintaj 
Kota Tegal dengan Para Penghuni RUSUNAWA. 
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